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1. Ruang Lingkup

2.

4.

Prosedur ini berlaku untuk Kegiatan Pekerjaan Swakelola Non Konstruksi pada Satuan
Kerja Tetap Pusat dan Unit Pelaksanaan Teknis/Balai di lingkungan Direktorat Jenderal
Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, meliputi kegiatan perencanaan,
manajemen, pemantauan dan evaluasi.

Tujuan

Mengatur tata cara dan alur kerja kegiatan swakelola pada Unit Kerja dimulai dari
penetapan Jenis Pekerjaan, Pihak yang akan melaksanakan, pelaksanaan pekerjaan
sampai penyusunan laporan, evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut agar memenuhi
ketentuan perundang undangan ataupun ketentuan lainnya yang berlaku.

Acuan

3.1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015, tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3.2 Peraturan Menteri PUPR No. 31/PRT/M/2015, tentang Perubahan ketiga atas
Peraturan Menteri PU No. 07/PRT/M/2011, tentang Standar dan Pedoman
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi.

3.3 Perka LKPP No.14 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden No.70
Tahun 2012, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No.54 Tahun
2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa

3.4 Permen PU No.04/PRT/M/2009, tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM)
Departemen Pekerjaan Umum.

3.5 SOP/UPM/DIBM-53 Prosedur Penetapan Tim Swakelola.
Definisi
4.1 Swakelola

Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan,
dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab
anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

(Perpres No.70 Tahun 2012, Pasal 1 angka 20)
4.2 Tim Swakelola

Tim Swakelola adalah tim yang bertugas dan bertanggung jawab atas
Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola, diangkat oleh PPK sesuai dengan struktur
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